



BAB I                                                                                                       
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang 
berdasarkan Pancasila sebagai ideologi (dasar negara) dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bernegara. 
Pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa tujuan daripada bernegara adalah untuk: 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial”. Maka dari itu, negara wajib mewujudkan pembangunan yang 
berlandaskan keadilan sosial (social justice) dan mensejahterakan seluruh rakyat 
Indonesia. 
Daerah perbatasan negara adalah sub-wilayah terluar yang berbatasan 
langsung dengan negara lain. Kewenangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan 
meliputi segala kewenangan atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah 
negara.1 Kabupaten Sambas sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat 
yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kabupaten Sambas ini 
oleh Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kajian Strategis Nasional 
(PKSN). Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
                                                             
1 Ani Sri Rahayu. 2018. Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. 




26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan dalam 
pasal 1 ayat 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN 
adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan 
kawasan perbatasan negara. Selain Kabupaten Sambas PKSN yang ada di 
Kalimantan Barat mencakup Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan 
Kabupaten Bengkayang, masing-masing berbatasan langsung dengan Malaysia. 
Pembangunan perbatasan menjadi komitmen Pemerintahan Joko Widodo-
Jusuf Kalla di Periode Pertama (2014-2019), yang dimulai dengan pembangunan 
daerah pinggiran Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga 
pembangunan bukan hanya tersentral di Jawa dan Sumatera tetapi adanya 
kebanggaan untuk Indonesia (dari depan, dari pinggiran, dari perbatasan) dan 
pembangunan perbatasan termasuk dalam Nawacita ketiga yaitu “Membangun 
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan”.2 Periode pertama Presiden Joko Widodo berfokus pada 
upaya penguatan batas wilayah negara termasuk penegakan hukum dengan 
kehadiran pelayanan lintas batas negara berupa pos lintas batas dan pos 
pengamanan di seluruh kawasan perbatasan.3 
Kabupaten Sambas sebagai kabupaten dengan 2 (dua) wilayah 
kecamatannya langsung berbatasan dengan Malaysia yang disebut Kawasan 
Perbatasan. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak 
pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal 
                                                             
2 Antaranews, https://www.antaranews.com/berita/1118558/lima-tahun-jokowi-jk-dan-capaian-
pengelolaan-perbatasan, diakses pada Rabu 7 Juli 2021, Pukul 20.30 Wib.  
3 Media Indonesia, https://m.mediaindonesia.com/humaniora/396408/pengelolaan-perbatasan-




batas wilayah negara yang berada di daratan, wilayah perbatasan berada di 
kecamatan. Kabupaten Sambas memiliki kecamatan yang termasuk Kawasan 
Perbatasan yaitu kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar. Kedua 
kecamatan ini masuk dalam Lokasi Prioritas (LOKPRI) melalui Peraturan BNPP 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara 
dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 – 2025. Dalam peraturan tersebut ditetapkan 
Kecamatan Paloh menjadi Lokasi Prioritas I dan Kecamatan Sajingan Besar 
ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas II.  
Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan diwilayah perbatasan darat dan 
laut di dalam Wilayah Kepentingan Pengembangan (WKP) sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan 
Tahun 2011-2025. Lokasi prioritas darat adalah sub-wilayah yang berbatasan 
langsung dengan negara tetangga di wilayah daratan; sub-wilayah yang difungsikan 
sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); kecamatan yang termasuk 
dalam pintu masuk dan keluar perbatasan exit-entry point (Pos Lintas Batas) 
berdasarkan perjanjian perbatasan RI  Border Crossing Agreement dengan Negara 
tetangga Malaysia. Namun dalam peraturan terbaru yakni Peraturan BNPP No. 1 
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-
2019 Kecamatan Paloh yang ada di Kabupaten Sambas tidak lagi menjadi Lokpri 
melainkan hanya kecamatan Sajingan Besar yang masuk dalam daftar Lokpri dari 
Tahun 2015-2019. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas pada tahun 2015 





Kecamatan Sajingan Besar merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 
Sambas diluar Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia 
yang berperan strategis dalam Pembangunan di Kabupaten Sambas. Penataan 
ekonomi, pemeliharaan Kamtibmas, satuan penjaga keamanan dan juga pelayanan 
publik tentunya sangat penting bagi pengelolaan pemerintahan kecamatan Sajingan 
Besar. Oleh karena itu Pemerintahan yang kuat, struktur yang lengkap dengan 
penataan wilayah yang efisien merupakan suatu keharusan bagi Kabupaten Sambas 
khususnya Kecamatan Sajingan Besar. 
Kawasan perbatasan suatu negara memegang peranan penting dalam 
menentukan batas-batas wilayah kedaulatannya, pemanfaatan sumber daya alam, 
dan pemeliharaan keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan kawasan 
perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan negara. 
Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis untuk menunjang keberhasilan 
pembangunan negara, yang tercermin dari karakteristik kegiatan yang berdampak 
penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor penentu peningkatan kehidupan 
sosial masyarakat sekitar, memiliki hubungan timbal balik, saling mempengaruhi 
dengan kegiatan yang dilakukan di wilayah perbatasan selain kawasan maupun 
antar negara, dan sekaligus mempengaruhi situasi pertahanan dan keamanan 
negara. 
Kawasan perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang 
besar dan letaknya yang strategis, namun potensi tersebut belum dapat 
dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf hidup warga perbatasan. Banyaknya 
sarana dan prasarana yang terbatas di kawasan perbatasan seperti fasilitas PLB, 




Kesejahteraan warga perbatasan yang masih rendah hingga ketersediaan sarana dan 
prasarana yang belum memadai. 
Berdasarkan permasalahan tesebut yang paling utama dialami kecamatan 
Sajingan Besar saat ini adalah masalah ketersediaan infrastruktur sarana dan 
prasarana masih kurang. Ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan 
Sajingan Besar masih belum mencukupi, yaitu: (1) sarana dan prasarana 
transportasi; (2) Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan (3) serta penyediaan sarana 
dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan pendidikan.  
Sarana dan prasarana transportasi dari dan ke kawasan perbatasan melalui 
jaringan transportasi darat, jalan dan laut sangat terbatas, sehingga pengembangan 
kawasan perbatasan sangat terbatas. Kenyataannya angkutan umum dari Sambas 
kota menuju Kawasan perbatasan Aruk Sajingan Besar saat ini hanya terdapat dua 
angkutan umum seperti satu armada Bus yang dikelola oleh pihak swasta dan satu 
armada Bus yang disediakan oleh pemerintah yaitu Perum DAMRI.  
Saat ini kawasan perbatasan belum dikelola dengan baik dan belum ada 
konsep pembangunan yang jelas, komprehensif dan inklusif. Misalnya, eksploitasi 
kawasan hutan (legal dan ilegal) dengan tujuan utama pertumbuhan ekonomi atau 
pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Kawasan perbatasan Kabupaten Sambas 
yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung 
dengan Sarawak (Malaysia Timur), serta kawasan perbatasan Kalimantan lainnya, 
memiliki potensi yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.  
Selain keterbatasan fisik dan sosial ekonomi di daerah ini, perhatian 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum juga diberikan. Akibatnya, antara 




(kemiskinan), keterbelakangan (Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan) dan 
keterisolasian wilayah. Secara umum, kawasan perbatasan belum mendapat 
perhatian yang memadai dari pemerintah, hal ini terlihat dari minimnya 
infrastruktur untuk pengembangan kawasan perbatasan, serta rendahnya tingkat 
kesejahteraan masyarakat. 
Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas bertujuan 
untuk meningkatkan dan memperkuat kesejahteraan penduduk, khususnya dengan 
mengatasi masalah pengentasan kemiskinan, buta huruf (pendidikan) dan 
peningkatan kesehatan masyarakat. pelayanan melalui pembangunan dan 
pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan. 
Program pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan Paloh-
Sajingan Besar bertujuan untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan 
yang dikenal sebagai daerah tertinggal. Untuk pengembangan dan pembangunan 
kawasan perbatasan Aruk, Kabupaten Sajingan Besar, pemerintah, baik pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah Kabupaten 
Sambas telah melakukan berbagai upaya. Bahkan pemerintah Malaysia (Negara 
Bagian Sarawak) telah memberikan respon positif terhadap rencana pemerintah 
untuk mengembangkan Kawasan Aruk Sajingan Besar.. 
Pada akhirnya, melalui uraian latar belakang diatas menjadi menarik bagi 
peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai peran Pemerintah dalam 
Pembangunan Infrastuktur Ekonomi di Kawasan Perbatasan Khususnya di Aruk-
Sajingan Besar. Sehingga Peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu: 




Kawasan Perbatasan Aruk-Sajingan Besar Sebagai Lokasi Prioritas Nasional 
2015-2019 (Studi Perbatasan Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten 
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yamg diuraikan diatas,  maka dapat dirumuskan 
masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana 
Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastuktur Ekonomi Kawasan 
Perbatasan Aruk-Sajingan Besar Sebagai Lokasi Prioritas Nasional 2015-2019”? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk Mengetahui bagaimana Peranan 
Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastuktur Ekonomi Kawasan 
Perbatasan Aruk-Sajingan Besar Sebagai Lokasi Prioritas Nasional 2015-2019”. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis yaitu:  
1. Manfat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman serta 
pengembangan pengetahuan tentang peranan Pemerintah dalam 
Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Kawasan Aruk Sajingan Besar 
Kabupaten Sambas. Penelitian ini terkait dengan topik hubungan 




daerah, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti 
lain. 
2. Manfaat Praktis 
Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a. Akademisi 
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mata kuliah hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah dengan sistem perencanaan 
pembangunan daerah. 
b. Pemerintah 
Hasil penelitian ini juga harus bermanfaat bagi pemerintah daerah atau 
pusat sebagai kontribusi pengembangan pembangunan kawasan 
perbatasan dengan meringankan permasalahan yang muncul bila 
mempertimbangkan teori penelitian. Agar pembangunan di kawasan 
perbatasan terjadi secara substantif, dan efektif serta efisien. 
c. Masyarakat 
Kajian ini akan memperjelas dan menginformasikan kepada masyarakat 
khususnya masyarakat Kabupaten Sambas tentang perkembangan 
kawasan perbatasan Aruk Sajingan Besar. Sehingga dapat menciptakan 








1. Definisi Konsep 
Definisi konseptual adalah definisi yang akan digunakan untuk penjelasan 
umum serta beberapa fakta yang berisi deskripsi beberapa istilah konseptual 
yang terkait dengan topik penelitian terkait untuk mendapatkan kejelasan 
dalam variabel atau konsep yang diukur dan data ekstraknya.4  
Mengingat judul penelitian ini mengenai peran pemerintah daerah dalam 
pembangunan infrastruktur ekonomi di kawasan perbatasan Aruk Sajingan 
Besar sebagai lokasi prioritas nasional 2015-2019, maka pengertian konsep 
ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Pembangunan  
Menurut Bendavid-Val perencanaan pembangunan sebagai hasil utama dari 
pengumpulan dan analisis data, seyogyanya mencakup bidang utama 
diantaranya adalah sebagai berikut:5 (1) Hasil evaluasi siklus perencanaan 
sebelumnya; (2) Penilaian kinerja dari proyek-proyek pembangunan 
sebelumnya yang dilakukan didaerah tersebut dan daerah-daerah sejenis 
lainnya; (3) Penaksiran sumber-sumber daya pembangunan diluar daerah 
tetapi tersedia dan potensial yang tersedia; (4) Tinjauan karakteristik dan 
dinamika kondisi daerah, khususnya data; (5) Penilaian keterkaitan antara 
kondisi daerah dengan daerah lainnya; dan (6) Kondisi perekonomian, 
infrastruktur, karakteristik fisik dan sebagainya. 
b. Kawasan Perbatasan dan Lokasi Prioritas Nasional 
                                                             
4 Hamidi. 2010. Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang: UMM Press, hlm. 141.  
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Dalam Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015, kawasan perbatasan adalah 
bagian dari wilayah negara yang terletak di pedalaman sepanjang perbatasan 
Indonesia dengan negara lain, dalam hal wilayah darat, wilayah perbatasan 
berada dikecamatan. Zona batas laut adalah sisi garis demarkasi teritorial 
atau zona hukum sampai dengan kecamatan yang berhadapan langsung 
dengan negara lain, dalam hal garis demarkasi belum disepakati dengan 
menggunakan garis klaim terjauh.  
Lokasi Prioritas (Lokpri) adalah kecamatan di wilayah perbatasan 
darat dan laut dalam Wilayah Pengembangan Prioritas (WKP) yang 
ditetapkan oleh BNPP melalui peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 
mengenai Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan tahun 2011-2025.  
2. Definisi Operasional 
Untuk variabel-variabel yang akan diidentifikasi secara operasional dalam 
penelitian ini, variabel-variabel dalam penelitian ini selanjutnya akan 
dianalisis datanya dengan menggunakan metrik sebagai berikut; 
1. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Kawasan 
Perbatasan Aruk-Sajingan sebagai Lokasi Prioritas Nasional 2020-2024 
a. Identifikasi Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 
Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019; dan 
b. Kewenangan BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan; 
2. Pembangunan kawasan Perbatasan Aruk-Sajingan Kabupaten Sambas 
a. Peran BNPP PLBN Aruk Sajingan; 




c. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas; 
d. Peran Sekretariat Daerah bidang Pengelolaan Perbatasan; 
e. Ketersediaan anggaran dalam pembangunan kawasan perbatasan Aruk-
Sajingan; 
f. ketersediaan informasi terkait perencanan, pengerjaan serta evaluasi 
pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Aruk-Sajingan; dan 
g. Tanggapan atau respon masyarakat terkait pembangunan dikawasan 
perbatasan Aruk-Sajingan. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode Penelitian adalah (research methods) adalah ilmu yang 
menjelaskan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu 
dilaksanakan. Sedangkan metodologi penelitian adalah bagaimana sebuah 
penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan 
(scientifical reasoning).6 
Dalam penelitian ini penulisan akan menggunakan penelitian 
deksriptif, hal ini karena data yang dihasilkan didalam penelitian adalah 
kata-kata yang tertulis atau lisan. Sesuai dengan pendapat dari bogdan dan 
Taylor (dalam Moleong) yang menyebutkan penelitian kualitatif 
menghasilkan data deskriptif bersumber dari kata-kata tertulis atau lisan dan 
perilaku yang dapat diamati dari orang-orang terkait dengan masalah yang 
diteliti.7 Nazir menjelaskan pendekatan induktif adalah cara berfikir untuk 
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memberikan alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang 
spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.8  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 
deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif adalah penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu peristiwa di mana 
objek penelitian ini pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, 
BAPPEDA Kabupaten Sambas dan BNPP PLBN Aruk Sajingan. Hal ini 
dilakukan dengan mengklasifikasikan, menganalisis dan menyimpulkan 
data yang baru disimpulkan dari khusus ke umum. 
2. Sumber Data 
Arikunto mnyebutkan bahwa, sumber data dalam penelitian adalah 
subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner 
atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 
responden yakni orang yang memberikan respon ataupun menjawab setiap 
pertanyan yang tertulis maupun lisan.9 (Arikunto, 2013). Lebih lanjut 
penjelasannya adalah sebagai berikut; 
 Person (Orang) adalah sumber data yang dapat memberikan data berupa 
tanggapan lisan melalui wawancara atau tanggapan tertulis. Studi ini 
akan menempatkan pemimpin BAPPEDA Kabupaten Sambas, BNPP 
PLBN Aruk Sajingan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Sambas. 
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 Place (Tempat) adalah sumber data yang membuat tampilan statis dan 
bergerak. Keheningan ruangan, kelengkapan alat, bentuk benda, warna, 
dan sebagainya. Ini adalah tempat penelitian, yaitu Kantor Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas, 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas serta 
Sekretariat Daerah Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Sambas.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
dalam melakukan penelitian ini diantaranya: 
a. Observasi 
Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang 
ingin dicapai. Dalam penelitian dapat berupa perilaku yang dapat dilihat 
langsung oleh mata, dapat didengar dan dapat dihitung maka dari itu 
penelitian ini menggunakan observasi tersrtuktur dengan merancang 
pelaksanaan pengamatan sistematis terkait dengan perencanaan 
pembangunan di kawasan peratasan yang termasuk Lokasi Prioritas 
Nasional. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang 
dilakukan peneliti dengan narasumber atau informan penelitian. Dimana 
pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman 
wawancara (interview guide). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 
digunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan wawancara 




ingin dicari (diperlukan). Bagian akhir dari panduan wawancara akan 
menanyakan berbagai pertanyaan terkait implementasi dan masalah 
pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan yang termasuk Lokasi 
strategis nasional.  
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui 
dokumen yang telah ada sebelumnya. Dokumen dapat berupa tulisan, 
gambar, sketsa, foto, peraturan juga kebijakan. Dokumen yang digunakan 
sebagai sumber data yang digunakan peneliti untuk menguji, menafsirkan, 
dan untuk meramal suatu kejadian. Data tersebut dapat berupa data internal 
yang didapat dari BAPPEDA Kabupaten Sambas, Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang, BNPP PLBN Aruk, Setda Bagian Pengelolaan 
Perbatasan. 
4. Subjek Penelitian  
Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan 
sebuah informasi tentang sesuatu yang diteiliti. Agar mendapatkan 
informasi yang relevan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 
Kepala BAPPEDA Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, BNPP PLBN Aruk, serta Kepala unit Setda Bagian 
Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Sambas. 
5. Lokasi Penelitian 
Tempat penelitian adalah suatu tempat yang digunakan oleh peneliti 
sebagai tempat pengumpulan data untuk suatu kegiatan penelitian yang 




ini, penulis melakukan penelitian di BAPPEDA Kabupaten Sambas, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas, serta Bagian 
Pengelolaan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.  
6. Analisis Data 
Ada perbedaan cara menganalisis data, menurut Habermas dari 
Herdiansyah, ada perbedaan langkah dalam analisis data, khususnya sebagai 
berikut:10  
a. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 
meneliti, mencatat dan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen 
dan observasi yang berkaitan dengan pengumpulan data mengenai peranan 
Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan di 
BAPPEDA Kabupaten Sambas. 
b. Reduksi Data  
Data yang diperoleh di lapangan cukup lengkap, sehingga 
diperlukan pencatatan yang cermat dan detail. Meminimalkan data berarti 
merangkum, memilih item utama, fokus pada item penting, mencari tema 
dan model. Dalam penelitian ini, setelah pengumpulan data, data yang 
berkaitan dengan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Aruk 
Sajingan Kabupaten Sambas. Mengumpulkan permasalahan yang terkait 
sehingga nantinya akan dapat ditarik kesimpulan.  
 
c. Display Data 
                                                             
10 Moeleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja 




Dalam representasi data, data diorganisasikan, disusun dalam pola 
relasional, agar lebih mudah dipahami. Display data dibuat untuk 
memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan data agar lebih mudah 
dipahami peranan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di kawasan 
perbatasan.  
d. Kesimpulan dan verifikasi  
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya.11  
                                                             
11 Sugiyono. 2013. Op.Cit., hlm. 252.  
